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ABSTRACT
ABSTRAK
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Nelayan Lam Nga, hidup dalam kurang terbedayakan. Kebijakan
Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan nelayan atas perintah Qanun No 3
Tahun 2008, dimana masyarakat nelayan Lam Nga tidak begitu merasakan
dampak dari arah kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan
kebijakan Pemerintah Aceh Besar dalam memberdayakan masyarakat nelayan
Lam Nga, sebagai pemangku kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat
daerah pesisir. Dan Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta
menawarkan solusi kepada Pemerintah dalam memberdaya nelayan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan
ovservasi. Sedangkan Penelitian keperpustakaan dimaksudkan untuk
mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan melakukan
penelitian terdahulu, buku, buku panduan penulisan skripsi, karya ilmiah dan
artikel serta media internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan
pemerintah Aceh Besar terhadap pemberdayaan nelayan melalui, peningkatan
sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, melakukan rehabilitasi terhadap
bidang kelautan dan perikanan, meningkatkan sumber daya manusia di bidang
kelautan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan
usaha di bidang kelautan dan perikanan. Serta yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah Aceh Besar yaitu, tidak jelas identitas atau
status nelayan. Sehingga membuat pelaksanaan pemberdayaan nelayan menjadi
terhambat. Solusinya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu, mendata
kembali identitas atau status nelayan. Dari hasil penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan belum
begitu menyentuh semua lapisan masyarakat nelayan.
